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MOTTO 

“Jadi manfaat untuk sekitar. Kalau belum mampu, jangan jadi beban” 

-Marchella FP1 

 

  

                                                           
1 Marchella. 2018. Nanti kita cerita tentang hari ini. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 
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RINGKASAN 

 

Prosedur  Penetapan  Tarif  Barang  Kiriman  Pos  pada  Kantor  Pengawasan 
dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Tipe  Madya  Pabean  C  Jember;  Anastasya 
Kirana  Joelia  Hadi,  160903101038:  2019:  110halaman;  Program  Studi  Diploma 
Tiga Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Jember. 

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada  tanggal 04 Februari 2019 

sampai  15  Maret  2019.  Tujuan  penulis  melaksanakan  Praktek  Kerja  Nyata  di 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember 

adalah  menjelaskan  Prosedur  Pembongkaran,  Pemeriksaan,  dan  Penetapan  Tarif 

barang kiriman pos yang berkerja sama dengan PT. Pos Indonesia. 

Bea  adalah  pungutan  wajib  kepada  negara  yang  diatur  dalam  undang-

undang  yang  dikenakan  terhadap  barang  impor  dan/atau  ekspor.  Cukai  adalah 

pungutan  wajib  negara  yang  dikenakan  terhadap  barang  tertentu  sesuai  dengan 

undang-undang.  Kepabeanan  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan 

pengawasan  atas  lalu  lintas  barang  yang  masuk  atau  keluar  daerah  pabean  serta 

pemungutan  bea  masuk  dan  bea  keluar.  Bea  masuk  adalah  pungutan  negara 

berdasarkan undang-undang  yang dikenakan terhadap barang  yang diimpor. Pos 

Lalu Bea merupakan kantor pos dimana berlaku pengawasan pabean atas barang-

barang yang datang dari luar pabean atau luar negeri ke dalam daerah pabean atau 

dalam negeri seperti Kantor Pos Lalu Bea Jember, Pos Besar Jakarta, dan 

sebagainya.  Pada  Pos  Lalu  Bea  ditugaskan  petugas  bea  cukai  untuk  mengawasi 

lalu lintas barang kiriman pos. Di Pos Lalu Bea dilakukan pembongkaran barang 

yang disaksikan oleh petugas PT. Pos Indonesia. Kemudian barang kiriman akan 

diinput ke dalam aplikasi bea cukai yang nantinya akan dilakukan proses 

pemeriksaan fisik, dan kemudian akan dilakukan pemeriksaan data dan/atau 

dokumen oleh petugas bea cukai melalui aplikasi. 

Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan, dan Penetapan Tarif Barang 

Kiriman  Pos  yang  dilaksanakan  oleh  Pejabat  Bea  Cukai  yang  disaksikan  oleh 

Petugas PT. Pos Indonesia yang telah ditunjuk, antara lain : 
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Barang  kiriman  impor  yang  telah  masuk  ke  dalam  daerah  pabean  telah 

dilengkapi  dengan  dokumen  pendukung,  maka  akan  dilakukan  pembongkaran 

dengan  dilakukan  pencocokan  jumlah  barang  di  dalam  kantong  yang  dilakukan 

oleh petugas bea cukai yang disaksikan petugas pos. Barang yang telah dilakukan 

pembongkaran  akan  diinput  ke  dalam  aplikasi  oleh  petugas  pos  kemudian  akan 

dicetak manifest dan barang akan otomatis masuk kedalam aplikasi bea cukai. 

Barang  yang  telah  diinput  ke  dalam  aplikasi  akan  dilakukan  scan  X-ray 

didalam  mesin  X-ray.  Setelah  dilakukan  scan  X-ray,  barang  akan  dilakukan 

pemeriksaan fisik dan dilakukan perekaman hasil pemeriksaan ke dalam aplikasi. 

Barang yang telah dilakukan perekaman hasil pemeriksaan, maka akan dilakukan 

proses  pemeriksaan  data  dan/atau  dokumen  oleh  pejabat  bea cukai. Apabila 

barang tersebut melebihi $75.00 (tujuh puluh lima united states dollar) maka akan 

terkena  bea  masuk  dan  pajak  dalam  rangka  impor.  Penetapan  tarif  bea  masuk 

sesuai dengan HS kode dalam buku tarif pabean. 

Untuk barang  yang dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor 

maka  akan  diterbitkan  SPPBMCP  (Surat  Penetapan  Pembayaran  Bea  Masuk 

Cukai dan Pajak). Apabila barang kiriman kurang dari $75.00 (tujuh puluh lima 

united  states  dollar)  maka  barang  akan  dilakukan  pembebasan  bea  masuk,  dan 

barang akan dikirim kepada penerima. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan zaman membuat kemajuan teknologi semakin meningkat. 

Seiringan  dengan  perkembangan  zaman yang  semakin  meningkat,  kebutuhan 

manusia semakin hari semakin meningkat pula. Baik dari kebutuhan sosial, 

ekonomi, maupun budaya. Adanya peningkatan kebutuhan masyarakat, 

pengeluaran  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  semakin  besar.  Pemerintah 

perlu  membuat  kebijakan  untuk  mengatasi  dan  mencegah  terjadinya  kerugian 

besar bagi Negara. Sehingga pemerintah perlu mengoptimalkan pendapatan 

negara. Salah satu cara mengoptimalkan pendapatan negara yaitu dengan 

membayar Pajak. Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib pada 

negara yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang  bersifat  memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan 

digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  

Pajak  yang di pungut  yaitu oleh pemerintah pusat termasuk bea dan cukai, oleh 

pemerintah  daerah  sesuai  dengan  undang-undang  dan  peraturan  daerah.  Pajak 

dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak 

Langsung  adalah  pajak  yang  di  pikul  sendiri  oleh  wajib  pajak  dan  tidak  dapat 

dibebankan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB). Sedangkan Pajak Tidak Langsung adalah Pajak yang pada 

akhirnya  akan  dibebankan  atau  dilimpahkan  kepada  orang  lain.  Contoh  :  Pajak 

Pertambahan  Nilai  (PPN),  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah  (PPnBM),  bea 

materai dan lain sebagainya.  

Dengan kemajuan teknologi yang pesat ini, membuat masyarakat di tuntut 

untuk  terus  mengikuti  perkembangan  teknologi  pada  masa  sekarang.  Sehingga 

berdampak pada kebutuhan masyarakat dalam negeri untuk mengkonsumsi 

barang-barang  dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Karena  barang-barang  dalam 

negeri  kurang  maksimal,  mendorong  masyarakat  untuk  mengkonsumsi  barang 
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luar negeri. Keuntungan yang diperoleh selain kebutuhan barang terpenuhi, juga 

menjadi  sumber  pendapatan  bagi  negara  karena  mengimpor  barang  dari  luar 

negeri akan di kenai bea masuk dan pajak. 

Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia  adalah  kementrian  negara  di 

lingkungan pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan 

kekayaan negara, kementrian keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab  kepada  Presiden.  Dibawah  kementrian  keuangan  terdapat  unit  eselon  1 

antara lain seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea cukai, Badan 

Pendidikan  dan  Pelatihan  Keuangan.  Menurut  Peraturan  Presiden  Nomor  28 

Tahun 2015, Kementrian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu presiden. Dalam 

melaksanakan tugas, Kementrian Keuangan menyelenggarakan fungsi antara lain 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, 

kepabeanan, dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, penimbangan 

keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan resiko. Selain itu kementrian 

keuangan juga memiliki struktur organisasi menurut Peraturan Presiden Nomor 28 

Tahun 2015 terdiri atas Wakil Menteri Keuangan, Sekertariat Jenderal, Direktorat 

Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Staff ahli. 

Direktorat  Jenderal  Bea  Cukai  adalah  lembaga  unit  eselon  I  dibawah 

kementrian keuangan yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam 

melaksanakan  tugas,  Direktorat  Jenderal  Bea  Cukai  menyelenggarakan  fungsi 

antara  lain  perumusan  kebijakan  di  bidang  kepabeanan  dan  cukai,  pelaksanaan 

kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai, penyusunan norma, standar, prosedur 

dan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai, dan lain sebagainya sesuai dengan 

peraturan  yang  mengatur.  Direktorat  Jenderal  Bea  Cukai  mempunyai  wilayah 

kerja  3  (tiga)  Kantor  Pelayanan  Umum,  16  (enam  belas)  kantor  wilayah,  117 

(seratus tujuh belas) Kantor Pelayanan dan Pengawasan, 148 (seratus empat puluh 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


3 
 

 
 
 

 
 

delapan) Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai, 692 (enam ratus sembilan puluh 

dua) Pos Pengawasan Bea dan Cukai.  

Salah  satunya  yaitu  KPPBC  Tipe  Madya  Pabean  C  yang  berlokasi  di 

Kabupaten Jember. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) 

Tipe Madya Pabean C Jember merupakan salah satu instansi pelaksana Direktorat 

Jenderal Bea Cukai yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan 

pelayanan di bidang  kepabeanan dan cukai bedasarkan peraturan  atau ketentuan 

perundang-undangan  yang  berlaku.  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan 

Cukai Tipe Madya Pabean C Jember mempunyai visi menjadi kantor pengawasan 

dan pelayanan bea dan cukai yang terbaik dalam kinerja dan citra. Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember 

memiliki wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, 

dan  Kabupaten  Situbondo.  Selain  itu,  dalam  lingkup  kerja  KPPBC  Tipe  Madya 

Pabean C Jember memiliki wilayah kerja 21 perusahaan rokok, 2 kawasan berikat, 

dan  1  pos  lalu  bea.  Pos  lalu  bea  adalah  bertemunya  kewajiban  Kantor  Pos  di 

bidang fiskal dengan Otoritas Bea Cukai dalam  melakukan pemeriksaan  dengan 

Pencacahan Paket Kiriman Pos (PPKP) dan mengelola dokumen pabean. Pos Lalu 

Bea  Jember  menaungi  5  (lima)  wilayah  kiriman  paket  pos  yaitu  Kabupaten 

Jember,  Kabupaten  Lumajang,  Kabupaten  Banyuwangi,  Kabupaten  Bondowoso, 

dan  Kabupaten  Situbondo.  Dibawah  ini  adalah  target  dan  realisasi  pabean  dan 

cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember : 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pabean dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C 

Jember tahun 2018 

TARGET 2018   REALISASI % 
PABEAN RP. 680.388.000.000 RP. 839.995.371.000 123,46% 

CUKAI RP. 11.317.000.000 RP. 22.778.963.610 108,31% 

JUMLAH RP. 701.420.000.000 RP. 862.774.334.610 123,00% 
Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember 

Dengan adanya Praktek Kerja Nyata ini penulis memilih Kantor Pelayanan 

dan  Pengawasan  Bea  dan  Cukai  Tipe  Madya  Pabean  C  Jember  untuk  mencari 

ilmu dan pengalaman mengenai bea masuk, dari kedatangan barang, 
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pembongkaran barang, pemeriksaan barang, serta perhitungan dan penetapan tarif 

yang telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penting bagi penulis 

untuk mempelajari prosedur dari pembongkaran hingga perhitungan tarif barang-

barang  kiriman yang  dikenakan  bea  masuk,  cukai,  Pajak  Pertambahan  Nilai 

(PPN),  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah  (PPnBM),  dan  Pajak  Penghasilan 

Pasal 22 impor. 

Setelah  penulis  melakukan  Praktek  Kerja  Nyata  (PKN)  atau  magang  di 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C dan Pos 

Lalu  Bea  Jember  maka  penulis  melaporkan  tugas  akhir  dengan  judul  “Prosedur 

Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam laporan adalah Bagaimana prosedur 

pembongkaran,  pemeriksaan,  dan  penetapan  tarif  barang  kiriman  pos  di 

Pos Lalu Bea Jember? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) bertujuan menjelaskan 

Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan, dan Penetapan Tarif barang 

kiriman pos oleh Pejabat Pos Lalu Bea Jember. 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

Laporan  Praktek  Kerja  Nyata  (PKN)  bermanfaat  adalah  sebagai 

berikut : 

1. Bagi Penulis 

Dapat memberikan pengalaman bagi penulis pengetahuan 

tentang  Prosedur  Pembongkaran,  Pemeriksaan  dan  Penetapan 

Tarif Bea Masuk Barang Kiriman Pos. 
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2. Bagi ilmu pengetahuan 

Diharapkan agar dijadikan sebagai masukan untuk memberikan 

informasi mengenai Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan dan 

Penetapan Tarif Bea Masuk Barang Kiriman Pos. 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil dari laporan tugas akhir ini agar masyarakat dapat 

memberi wawasan mengenai Prosedur Pembongkaran, 

Pemeriksaan, dan Penetapan Tarif Bea Masuk Barang Kiriman 

Pos. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bea Cukai 

Menurut  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, bea adalah pungutan 

wajib kepada negara yang diatur dalam undang-undang yang dikenakan terhadap 

barang impor dan/atau ekspor. Cukai adalah pungutan wajib negara yang 

dikenakan  terhadap  barang  tertentu  sesuai  dengan  undang-undang.  Bea  cukai 

mempunyai tanggungjawab penuh kepada menteri keuangan. Direktorat Jenderal 

Bea Cukai mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan, perencanaan, 

penegakan hukum, pengambilan atau penerimaan, penyelenggaraan, dan 

pelayanan segala sesuatu yang bekaitan dengan bea cukai. 

2.1.1 Dasar Hukum 

Dasar Hukum yang mengatur tentang kepabeanan dan cukai sebagai berikut: 

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

Kepabeanan 

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Cukai 

c. Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2008  tentang  Pengenaan  Bea 

Keluar terhadap Barang Ekspor 

2.1.2 Bea 

 Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepbaeanan, yang 

dimaksud bea adalah pungutan wajib kepada negara  yang diatur dalam  undang-

undang dikenakan terhadap barang impor dan/atau ekspor. Terdapat 2 (dua) jenis 

bea, yaitu bea masuk dan bea keluar. Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 

2006  tentang  kepabeanan  yang  dimaksud  bea  masuk  adalah  pungutan  negara 

berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. 

Sedangkan bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang 

dikenakan terhadap barang ekspor. Negara melakukan pungutan bea dengan 

6 
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tujuan  untuk  meningkatkan  penerimaan  negara  selain  itu  juga  bertujuan  untuk 

mengurangi tingkat impor. 

a. Bea Masuk 

Menurut Undang-undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, bea 

masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan 

terhadap barang yang diimpor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang 

memiliki  dasar  perhitungan  bea  masuk  ditambah  pungutan  berdasarkan  undang-

undang yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena 

pajak,  yang  tidak  termasuk  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  atas 

Barang  Mewah.  Penetapan  tarif  oleh  Pejabat  Bea  Cukai  dengan  menerbitkan 

SPPBMCP  (Surat  Penetapan  Pembayaran  Bea  Masuk,  Cukai,  dan  Pajak).  Tarif 

pembebanan bea masuk ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen). 

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor  17 Tahun 2006 tentang  Kepabeanan barang impor  yang 

dipungut bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% (empat puluh 

persen) dari nilai pabean.  

Berdasarkan  Pasal  13  Perubahan  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1995 

tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 

Tahun 2006, bea masuk dihitung berdasarkan : .....% x Nilai Pabean yang 

persentasenya dapat dilihat pada Harmonized System (HS), yaitu Buku Tarif Bea 

Masuk Internasional. 

Perhitungan bea masuk : 

  

 

Keterangan : 

*).  Nilai  pabean  untuk  perhitungan  bea  masuk  adalah  nilai  transaksi  dari 
barang yang bersangkutan. Nilai pabean berupa uang yang digunakan 
sebagai  dasar  perhitungan  bea  masuk,  biasanya  dalam  bentuk  mata  uang 
asing.  Nilai  pabean  untuk  perhitungan  bea  masuk  dalam  rangka  impor 
adalah  nilai  pabean  dengan  kondisi  CIF  :  C  (Cost  yaitu  harga  barang),  I 
(Insurance yaitu asuransi), dan F (Freight yaitu biaya angkut). 

Bea Masuk = (Nilai Pabean* x NDPBM** x tarif) 

       = CIF x NDPBM x Tarif 
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**). NDPBM yaitu nilai dasar perhitungan bea masuk merupakan kurs mata 
uang asing yang  ditetapkan  oleh  Menteri  Keuangan  untuk  menghitung 
besarnya Bea Masuk. 

Saat  pembayaran  importir  mengalami  kurang  bayar  maka  importir  dapat 

mengajukan  keberatan,  akan  tetapi  importir  wajib  melunasi  bea  masuk  yang 

kurang bayar sesuai dengan penetapan. Importir yang salah memberitahukan nilai 

pabean  untuk  perhitungan  bea  masuk  dikenai  sanksi  administrasi  berupa  denda 

paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang bayar dan paling 

banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang bayar. 

Menurut Undang-undang No 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No 10 Tahun 2010 Tentang Kepabeanan, pembebasan bea 

masuk atas impor barang, antara lain : 

a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas 

di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; 

b. Barang  untuk  keperluan  badan  internasional  beserta  pejabatnya  yang 

bertugas di Indonesia; 

c. Buku ilmu pengetahuan; 

d. Barang  kiriman  hadiah  dan/atau  hibah  untuk  keperluan  ibadah  untuk 

umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan 

penanggulangan bencana alam; 

e. Barang  untuk  keperluan  museum,  kebun  binatang,  dan  tempat  lain 

semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi 

alam; 

f. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan; 

g. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat 

lainnya; 

h. Persenjataan,  amunisi,  perlengkapan  militer  dan  kepolisian,  termasuk 

suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan 

keamanan negara; 
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i. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi 

keperluan pertahanan dan keamanan negara; 

j. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; 

k. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; 

l. Barang pindahan; 

m. Barang  pribadi  penumpang,  awak  sarana  pengangkut,  pelintas  batas, 

dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu; 

n. Obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah 

yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat; 

o. Barang  yang  telah  diekspor  untuk  keperluan  perbaikan,  pengerjaan, 

dan pengujian; 

p. Barang    yang    telah    diekspor  kemudian  diimpor  kembali  dalam 

kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor; 

q. Bahan  terapi  manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan 

jaringan; 

r. Barang  dan  bahan  untuk  pembangunan  dan  pengembangan  industri 

dalam rangka penanaman modal; 

s. Mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri; 

t. Barang    dan  bahan  dalam  rangka  pembangunan  dan  pengembangan 

industri untuk jangka waktu tertentu; 

u. Peralatan    dan  bahan    yang  digunakan  untuk  mencegah  pencemaran 

lingkungan; 

v. Bibit    dan  benih        untuk  pembangunan  dan  pengembangan  industri 

pertanian, peternakan, atau perikanan; 

w. Hasil laut yang  ditangkap dengan sarana penangkap yang telah 

mendapat izin; 

x. Barang  yang  mengalami  kerusakan,  penurunan  mutu,  kemusnahan, 

atau  penyusutan  volume  atau  berat  karena  alamiah  saat  diangkut  ke 

dalam  daerah  pabean  dan  saat  diberikan  persetujuan  impor  untuk 

dipakai; 
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y. Barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan 

untuk kepentingan umum; 

z. Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi 

olahraga  nasional;  Barang  untuk  keperluan  proyek  pemerintah  yang 

dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri; Barang dan 

bahan  untuk  diolah,  dirakit,  atau  dipasang  pada  barang  lain  dengan 

tujuan untuk diekspor. 

b. Bea Keluar 

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, bea 

keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan 

terhadap  barang  ekspor.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2008 

tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, tujuan ditetapkannya bea 

keluar yaitu untuk: 

1) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; 

2) Melindungi kelestarian sumberdaya alam; 

3) Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup darstis dari komoditi pasar 

internasional; 

4) Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu dari pasar dalam negeri. 

 Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2008  tentang  Pengenaan 

Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, pengecualian barang ekspor kena bea keluar 

yaitu: 

1) Barang  perwakilan  negara  asing  beserta  pejabatnya  yang  bertugas  di 

Indonesia berlaku asas timbal balik; 

2) Barang  untuk  keperluan  museum,  kebun  binatang,  dan  tempat  lain 

semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi 

alam; 

3) Barang untuk bahan penelitian dan pengenmbangan ilmu pengetahuan; 

4) Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; 

5) Barang pindahan; 
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6) Barang  pribadi  penumpang,  awak  sarana  pengangkut,  pelintas  batas, 

dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu; 

7) Barang asal impor yang kemudian akan diekspor kembali; 

8) Barang ekspor yang akan diimpor kembali. 

 Untuk  penetapan  tarif  bea  keluar,  barang  ekspor  ditetapkan  berdasarkan 

pengelompokkan  sistem  klasifikasi  barang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan 

perundang-undangan.  Tarif  bea  keluar  ditetapkan  berdasarkan  persentase  harga 

ekspor  (advalorum)  atau  secara  spesifik.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor 

55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, tarif bea 

keluar sebesar: 

1) 60%  (enam  puluh  persen)  dari  Harga  Ekspor,  dalam  hal  Tarif  Bea 

Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga 

Ekspor (advalorum); atau 

2) Nominal tertentu  yang besarnya equivalen dengan 60% (enam puluh 

persen) dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan secara spesifik. 

Perhitungan Bea Keluar : 

 

 

2.1.3 Cukai 

Menurut  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2007  tentang  Perubahan  atas 

Undang-undang  Nomor  11  Tahun  1995  Tentang  Cukai,  Cukai  adalah  pungutan 

negara  yang  dikenakan  terhadap  barang-barang  tertentu  yang  mempunyai  sifat 

atau  karakteristik  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  ini.  Dikatakan  barang 

kena cukai apabila memiliki sifat dan karakteristik sebagai berikut : 

a. Konsumsi nya perlu dikendalikan; 

b. Peredarannya perlu diawasi; 

Bea Masuk = Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan 
Barang x Harga Ekspor x Nilai Tukar Mata Uang. 
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c. Pemakaiannya  berdampak  negatif  bagi  masyarakat  atau  lingkungan 

hidup atau; 

d. Pemakaiannya perlu pembebanan pada negara demi keadilan dan 

keseimbangan. 

Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari berikut ini : 

a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang 

digunakan dan proses pembuatannya; 

b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, 

dengan tidak mengindahkan bahkan yang digunakan dan proses 

pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; 

c. Hasil  tembakau,  yang  meliputi  sigaret,  cerutu,  rokok  daun,  tembakau 

iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak 

mengindahkan  bahan  yang  digunakan  dan  proses  pembuatannya  tidak 

mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan 

pembantu dalam pembuatannya. 

Pembebasan Cukai dapat diberikan atas Barang Kena Cukai (BKC) yaitu 

sebagai berikut : 

a. Hal  yang  digunakan  sebagai  bahan  baku  atau  bahan  penolong  dalam 

pembuatan barang hasil akhir bukan merupakan BKC; 

b. Fasilitas  Pembebasan  Cukai  berdasarkan  ketentuan  dimaksud  untuk 

medukung pertumbuhan atau berkembang industri yang menggunakan 

BKC  sebagai  bahan  baku  atau  bahan  penolong  dalam  pembuatan 

barang  hasil  akhir  yang  bukan  merupakan  BKC  baik  untuk  tujuan 

ekspor  maupun  untuk  prmasaran  dalam  negeri,  seperti  etil  alkohol 

yang digunakan sebagai bahan baku atau obat penolong dalam 

pembuatan etil alkohol, asam asetat, dan obat-obatan; 

c. Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 

d. Untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang 

bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; 
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e. Untuk  keperluan  tenaga  ahli  bangsa  asing  yang  bertugas  pada  badan 

atau organisasi badan Internasional di Indonesia; 

f. Hal yang dibawah oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas 

batas, atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan; 

g. Hal yang digunakan untuk tujuan sosial; 

h. Hal yang dimasukkan kedalam Tempat Penimbunan Berikat. 

Pengusaha  pabrik,  pengusaha  tempat  penyimpanan,  importir,  atau  setiap 

orang yang melanggar ketentuan tentang pembebasan Cukai, dikenai sanksi 

administrasi berupa denda paling banyak 10 (sepuluh kali) nilai cukai dan paling 

sedikit dua kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. 

Menurut  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2007  tentang  perubahan  atas 

Undang-undang  Nomor  11  Tahun  1995  tentang  Cukai,  barang  kena  cukai  hasil 

tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif tertinggi untuk yang dibuat di Indonesia 

dikenakan  tarif  sebesar  275%  apabila  harga  dasar  yang  digunakan  adalah  harga 

jual pabrik , atau sebesar 67% apabila harga dasar yang digunakan adalah harga 

jual  eceran.  Untuk  yang  di  impor  dikenakan  tarif  tertinggi  275%  apabila  harga 

dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau 57% apabila 

harga  dasar  yang  digunakan  adalah  harga  jual  eceran.  Sedangkan,  barang  kena 

cukai dari hasil lainnya dikenai cukai berdasarkan tarif tertinggi untuk yang dibuat 

di Indonesia dikenakan tarif 1.150% apabila harga yang digunakan adalah harga 

jual  pabrik,  atau  sebesar  80%  apabila  harga  dasar  yang  digunakan  adalah  harga 

jual pabrik. Sedangkan  yang di impor sebesar 1.150%  apabila harga dasar  yang 

digunakan  adalah  nilai  pabean  ditambah  bea  masuk;  atau  sebesar  80%  apabila 

harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran. 

2.1.4 Kepabeanan 

Menurut  Undang-undang  No  17  Tahun  2006  tentang  kepabeanan  yang 

dimaksud  dengan  Kepabeanan  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan 

pengawasan  atas  lalu  lintas  barang  yang  masuk  atau  keluar  daerah  pabean  serta 

pemungutan bea masuk dan bea keluar. Terdapat 3 (tiga) hal pokok, yaitu : 
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a. Fungsi pengawasan dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai, sebagai petugas yang berada di garis depan; 

b. Lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean yaitu wilayah 

Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairn, dan ruang udara 

diatasnya,  serta  tempat  tertentu  di  zona  ekonomi  eksklusif  dan  landas 

kontinen yang didalamnya berlaku ketentuan perundang-undangan; 

c. Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai 

barang impor dan terutang bea masuk.  

Daerah  pabean  adalah  wilayah  Republik  Indonesia  yang  meliputi  wilayah 

darat,  laut,  dan  ruang  di  udara  diatasnya,  serta  tempat-tempat  tertentu  di  Zona 

Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. Sedangkan yang dimaksud dengan 

kantor  pabean  adalah  kantor  dalam  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Bea  Cukai. 

Terhadap barang impor sesuai dengan undang-undang wajib dilakukan 

pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi penelitian dokumen dan 

pemeriksaan fisik. Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau 

tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan 

pemberitahuan pabean. Orang yang melakukan pemenuhan kewajiban kepabeanan 

wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk mendapatkan 

nomor identitas agar dapat mengakses kepabeanan. 

1. Pengawasan Kepabeanan 

Dalam  konteks  kepabeanan,  pengawasan  merupakan  sebuah  usaha  atau 

tindakan untuk menekan terjadinya pelanggaran berupa kemungkinan 

penyimpangan terhadap  hak negara. Adapun tujuan pengawasan  yang dilakukan 

oleh  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  mempunyai  dua  sasaran  utama,  yaitu 

sebagai berikut : 

a. Optimalisasi  penerimaan  negara  baik  berupa  Bea  Masuk,  Bea  Keluar, 

maupun pungutan lainnya; 

b. Tegaknya peraturan perundang-undangan. 
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DJBC menetapkan lima program dalam melakukan pengawasan 

kepabeanan, antara lain : 

a. Kegiatan  pelayanan  impor  di  pelabuhan  utama  meliputi  pengawasan 

terkait dengan kegiatan pelayanan impor dengan dokumen 

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) melalui pelabuhan laut dan udara; 

b. Di daerah perbatasan lebih menekankan pengawasan terhadap 

penyelundupan secara fisik dan terjadinya pemasukan atau pengeluaran 

barang impor atau ekspor secara ilegal; 

c. Kegiatan impor lainnya meliputi pengawasan terhadap beberapa 

kegiatan impor yang mempunyai potensi cukup besar untuk dapat 

mengakibatkan terjadinya praktik-praktik penyeludupan dan 

perdagangan ilegal. Beberapa kegiatan yang perlu mendapatkan 

pengawasan  antara  lain  pada  kegiatan  penimbunan  berikat  (kawasan 

berikat), pengawasan terhadap barang penumpang, kegiatan perusahaan 

jasa titipan, kegiatan kantor pos lalu bea, dan kegiatan Pos Pemeriksaan 

Lintas Batas (PPLB); 

d. Kegiatan di bidang ekspor dalam ketentuan tidak dilakukan pemeriksaan 

terhadap barang-barang ekspor, namun karena Bea dan Cukai memiliki 

unit  khusus  yang  tugasnya  melakukan  analisis  intelijen  terhadap  data 

dan informasi yang diperoleh baik mengenai dokumen ekspor yang tidak 

sesuai dengan isi kontainer setelah diadakan pemeriksaan fisik; 

e. Kegiatan di bidang cukai. 
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2.2 Impor dan Ekspor 

Impor  merupakan  suatu  kegiatan  pengiriman  barang  yang  diproduksi  di 

negara lain untuk dijual di pasar dalam negeri. Hal ini berkaitan dengan arus lalu 

lintas barang, sehingga otoritas ada pada pabean. Pengertian impor dalam 

perundang-undangan pabean merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam 

daerah pabean. Dasar hukum peraturan mengenai tata laksana impor diatur dalam 

Keputusan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang 

petunjuk  pelaksanaan  tatalaksana  kepabeanan di  bidang  impor. Barang yang 

dimasukkan  ke  dalam  wilayah  pabean  (dalam  negeri),  yang  dibawa  dari  luar 

wilayah pabean (luar negeri) dikenakan bea masuk kecuali dibebaskan atau 

diberikan  pembebasan.  Dengan  itu  seseorang  atau  badan  usaha  yang  ditetapkan 

sebagai  importir  wajib  membayar  bea  masuk  dan  pajak  sebagaimana  ditetapkan 

sesuai dengan undang-undang.  

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor 

KEP/07/BC/2003, importir adalah seseorang atau badan hukum yang mengimpor 

barang. Impor barang kiriman dilakukan melalui penyelenggara pos yang 

dimaksud adalah Penyelenggara Pos yang ditunjuk, dan PJT. Penyelenggara Pos 

yang  ditunjuk  bertanggungjawab  atas  kewajiban  membayar  bea  masuk,  cukai, 

dan/atau pajak dalam rangka impor terkait dengan barang kiriman impor dengan 

melakukan  kegiatan  kepabeanan  setelah  mendapatkan  persetujuan  dari  Direktur 

Jenderal dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal. 

Berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1995  tentang 

Kepabeanan  yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2006, 

importir  harus  menyelesaikan  kewajiban  pabean  (Customs  formality)  secara  self 

assesment.  

Kegiatan ekspor adalah suatu kegiatan memproduksi barang dan secara fisik 

diangkut dan dijual di pasar di luar daerah pabean. Menurut peraturan perundang-

undangan  tentang  pabean  ekspor  berarti  sebagai  kegiatan  mengeluarkan  barang 

dari  daerah  pabean.  Ekspor  merupakan  total  barang  dan  jasa  yang  dijual  oleh 

sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-

jasa  pada  suatu  tahun  tertentu.  Pemeriksaan  fisik  barang  ekspor  tidak  perlu 
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diperiksa, kecuali dalam hal-hal tertentu (jika perlu) yaitu hanya terhadap barang 

ekspor tertentu yang : 

a. Berdasarkan  petunjuk  yang  kuat  akan  terjadi  pelanggaran  atau  telah 

terjadi pelanggaran ketentuan di bidang ekspor; 

b. Akan dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean (re-impor); 

c. Berdasarkan  informasi  dari  Dirjen  Pajak  terdapat  petunjuk  kuat  akan 

terjadinya pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di 

bidang perpajakan dalam kaitannya dengan restitusi PPN dan PPnBM; 

d. Seluruh  atau  sebagian  berasal  dari  barang  impor  yang  mendapatkan 

fasilitas pembebasan Bea Masuk, penangguhan pembayaran PPN, 

PPnBM. 

2.2.1 Dokumen Pada Saat Impor atau Ekspor 

Adapun dokumen-dokumen  yang diperlukan dalam rangka impor dan/atau 

ekspor antara lain: 

a. Invoice 

Invoice  adalah  dokumen  nota  atau  faktur  penjualan  barang  ekspor  atau 

impor  yang  diterbitkan  oleh  penjual  atau  eksportir.  Hal-hal  yang  perlu 

tercantum dalam invoice yaitu nomor dan tanggal dokumen invoice, nama 

pembeli dan/atau importir dan/atau penerima barang, nama barang, harga 

perunit,  harga  total  seluruh  barang,  cara  penyerahan  barang.  Selain  itu, 

invoice juga digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. 

b. Packing List 

Packing  list  merupakan  dokumen  packing  kemasan  yang  menunjukkan 

jumlah,  jenis  serta  berat  dari  barang  ekspor  atau  impor  yang  diterbitkan 

oleh penjual dan/atau eksportir dan/atau pengirim barang. Dalam packing 

list wajib mencantumkan nomor dan tanggal dokumen packing list, nama 

pembeli dan/atau importir dan/atau penerima barang, nama barang, jumlah 

dan jenis pengemas, berat bersih dan kotor dari barang tercantum. Packing 

list digunakan sebagai dasar pemeriksaan barang oleh petugas terkait. 
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2.3 Barang Kiriman 

Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  188/PMK.04/2010,  barang 

kiriman  adalah  barang  impor  yang  dikirim  oleh  pengirim  tertentu  di  luar  negeri 

kepada  penerima  tertentu  di  dalam  negeri.  Barang  kiriman  yang  dimasukkan  ke 

dalam negeri Indonesia yang berasal dari luar negeri digolongkan ke dalam barang 

impor. Barang kiriman yang dikirimkan dapat diperdagangkan atau dipakai 

sendiri.  Barang  kiriman  yang  dikirim  melalui  penyelenggara  pos  harus  melalui 

pemeriksaan barang yang disaksikan oleh petugas bea cukai. 

Barang  kiriman  yang  dapat  dikeluarkan  dari  Kawasan  Pabean  atau  tempat 

lain setelah dipenuhi kewajiban pabean untuk : 

a. Diimpor untuk dipakai;  

b. Diimpor sementara;  

c. Diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean lainnya;  

d. Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat; atau  

e. Diekspor kembali. 

Barang  kiriman  yang  diimpor  untuk  dipakai  dapat  diberikan  pembebasan 

bea  masuk  dengan  nilai  pabean  paling  banyak  FOB  $75.00  (tujuh  puluh  lima 

United States Dollar) setiap penerima barang per 1 (satu) hari; atau lebih dari 1 

(satu)  kali  pengiriman  dalam  waktu  1  (satu)  hari,  sepanjang  nilai  pabean  atas 

keseluruhan Barang Kiriman tidak melebihi FOB $75.00 (tujuh puluh lima United 

States Dollar). 

Barang Kiriman berupa barang kena cukai dapat diberikan pembebasan bea 

masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor untuk setiap Penerima Barang 

per kiriman dengan jumlah paling banyak:  

a. 40 (empat puluh) batang sigaret, 10 (sepuluh) batang cerutu, 40 (empat 

puluh)  gram  tembakau  iris/hasil  tembakau  lainnya,  atau  40  (empat 

puluh) mililiter hasil tembakau lainnya; dan/ atau 

b. 350  (tiga  ratus  lima  puluh)  mililiter  minuman  yang  mengandung  etil 

alkohol.  
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Apabila terdapat kelebihan barang sesui dengan ketentuan tersebut 

dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan disaksikan Penyelenggara Pos 

yang bersangkutan. Atas barang kiriman pos juga berlaku ketentuan larangan dan 

pembatasan impor. Ketentuan larangan dan pembatasan impor adalah daftar nama 

jenis  barang  yang  pemasukkannya  ke  Indonesia  dibatasi  dan  daftar  nama  jenis 

barang yang pemasukkannya ke Indonesia dilarang. Barang yang dibatasi 

impornya tersebut ketika pemasukannya ke Indonesia harus memenuhi ketentuan-

ketentuan yang tersebut dalam ketentuan pembatasan impor. 

2.4 Pajak Penghasilan (PPh) 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang 

Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang 

Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas 

penghasilan  yang  diterima  atau  diperolehnya  dalam  tahun  pajak.  Yang  menjadi 

subjek  pajak  adalah  orang  pribadi,  warisan  yang  belum  terbagi  sebagai  satu 

kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak 

terdapat  2  (dua)  jenis  yaitu  subjek  pajak  dalam  negeri  dan  subjek  pajak  luar 

negeri. Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan (PPh), antara lain : 

a. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, 

atau kegiatan 

b. Pajak  Penghasilan  (PPh)  pasal  22  atas  penghasilan  dari  kegiatan  di 

bidang  impor  atau  kegiatan  usaha  di  bidang  lain,  dan  pembayaran  atas 

penyerahan barang kepada pemerintah; 

c. Pajak  Penghasilan  (PPh)  pasal  23  atas  penghasilan  dari  modal  atau 

penggunaan harta oleh orang lain, jasa, hadiah, dan penghargaan; 

d. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 24 atas penghasilan yang diperoleh di luar 

negeri; 

e. Pajak  Penghasilan  (PPh)  pasal  25  mengatur  tentang  besarnya  angsuran 

bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun 

berjalan; 
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f. Pajak  Penghasilan  (PPh)  pasal  26  atas  penghasilan  yang  terutang  atas 

wajib pajak luar negeri; 

g. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 atau final atas penghasilan berupa 

bunga deposito dan tabungan, dari transaksi saham, dari pengalihan harga 

berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, untuk 

PPh final 4 ayat 2 tidak dapat di kreditkan. 

2.4.1 Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor 

Selain  dikenakan  bea  masuk  atas  barang  kiriman  impor  yang  masuk  ke 

dalam  daerah  pabean  terdapat  Pajak  Penghasilan  (PPh)  pasal  22  impor.  Pajak 

Penghasilan (PPh) pasal 22 impor dikenakan kepada importir sebagai wajib pajak. 

Importir adalah pengusaha yang memasukkan barang dari luar daerah pabean ke 

dalam daerah pabean. Terutangnya Pajak Penghasilan (PPh) 22 impor yaitu pada 

saat barang dimasukkan ke dalam daerah pabean sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku dan pungutan pajaknya bersamaan dengan saat 

pemungutan bea masuk. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

34/PMK.010/2017 tentang pungutan PPh Pasal 22, besarnya pungutan PPh Pasal 

22 ditetapkan sebagai berikut: 

a. Atas impor: 

1. yang menggunakan Angka Pengenal Impor (APl), sebesar 2,5%  dari 

nilai  impor,  kecuali  atas  impor  kedelai,  gandum  dan  tepung  terigu 

sebesar 0,5% dari nilai impor; 

2. yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5%  

dari nilai impor; dan/atau  

3. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5%  dari harga jual lelang. 

 

2.4.2 Barang yang dikecualikan PPh 22 

Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  34/PMK.010/2017  Tentang 

Pemungutan  Pajak  Penghasilan  Pasal  22,  yang  dikecualikan  dari  pemungutan 

Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu : 
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a. Impor  barang  dan/atau  penyerahan  barang  yang  berdasarkan  ketentuan 

peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan; 

b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak 

Pertambahan Nilai berupa: 

1) Barang  perwakilan  negara  asing  beserta  para  pejabatnya  yang 

bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; 

2) Barang  untuk  keperluan  badan  internasional  beserta  pejabatnya 

yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia 

yang  diakui  dan  terdaftar  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan 

yang  mengatur  mengenai  tata  cara  pemberian  pembebasan  bea 

masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan 

internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;  

3) Barang kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah umum, 

amal,sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan 

bencana; 

4) Barang  untuk  keperluan  museum,  kebun  binatang,  konservasi 

alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum; 

5) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan; 

6) Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang 

cacat lainnya; 

7) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; 

8) Barang pindahan; 

9) Barang  pribadi  penumpang,  awak  sarana  pengangkut,  pelintas 

batas,  dan  barang  kiriman  sampai  batas  jumlah  tertentu  sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan; 

10) Barang  yang  diimpor  oleh  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah 

Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; 

11) Persenjataan,  amunisi,  dan  perlengkapan  militer,  termasuk  suku 

cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan 

keamanan negara;  
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12) Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang 

bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; 

13) Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi 

Nasional (PIN); 

14) Buku  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  buku  pelajaran  umum, 

kitab  suci,  buku  pelajaran  agama,  dan  buku  ilmu  pengetahuan 

lainnya; 

15) Kapal  laut,  kapal  angkutan  sungai,  kapal  angkutan  danau  dan 

kapal  angkutan  penyeberangan,  kapal  pandu,  kapal  tunda,  kapal 

penangkap  ikan,  kapal  tongkang  dan  suku  cadangnya,  serta  alat 

keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang 

diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga 

Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, 

Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau 

Perusahaan  Penyelenggara  Jasa  Angkutan  Sungai,  Danau  dan 

Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya; 

16) Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan 

penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk 

perbaikan  dan  pemeliharaan  yang  diimpor  dan  digunakan  oleh 

Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku 

cadangnya,  serta  peralatan  untuk  perbaikan  atau  pemeliharaan 

pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh 

Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan 

dalam  rangka  pemberian  jasa  perawatan  dan  reparasi  pesawat 

udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional; 

17) Kereta  api  dan  suku  cadangnya  serta  peralatan  untuk  perbaikan 

atau  pemeliharaan  serta  prasarana  perkeretaapian  yang  diimpor 

dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana 

perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara 

prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang 

diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha 
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penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha 

penyelenggara  prasarana  perkeretaapian  umum  yang  digunakan 

untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk 

perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang 

akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana 

perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara 

prasarana perkeretaapian umum; 

18) Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh 

Kemente:ian  Pertahanan  atau  Tentara  Nasional  Indonesia  untuk 

penyediaan  data  batas  dan  foto  udara  wilayah  Negara  Republik 

Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, 

yang  diimpor  oleh  Kementerian  Pertahanan,  Tentara  Nasional 

Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan 

atau Tentara Nasional Indonesia; 

19) Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang 

importasinya  dilakukan  oleh  Kontraktor  Kontrak  Kerja  Sama; 

dan/atau; 

20) Barang untuk kegiatan usaha panas bumi. 

c. Impor  sementara,  jika  pada  waktu  impomya  nyatanyata  dimaksudkan 

untuk diekspor kembali. 

d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah 

diekspor  kemudian  diimpor  kembali  dalam  kualitas yang  sama  atau 

barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, 

pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan 

oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

e. Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (Kuasa 

Pengguna  Anggaran,  pejabat  penerbit  Surat  Perintah  Membayar  yang 

diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau bendahara 

pengeluaran); 

f. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan 

Logistik (Perum BULOG). Pembelian bahan pangan pokok dalam rangka 
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menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh 

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) atau Badan 

Usaha Milik Negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

g. Penjualan  emas  batangan  oleh  badan  usaha  yang  melakukan  penjualan 

emas batangan kepada Bank Indonesia; 

h. Impor  emas  batangan  yang  akan  diproses  untuk  menghasilkan  barang 

perhiasan dart emas untuk tujuan ekspor; 

i. Pembayaran  untuk  pembeliar  barang  sehubungan  dengan  penggunaan 

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Pengecualian dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas barang 

impor  berlaku  dikenakan  tarif  bea  masuk  sebesar  0%  (nol  persen)  atau  tidak 

dipungut Pajak Pertambahan Nilai. 

2.4.3 Cara Pengenalan Angka Pengenal Impor (API) 

Menurut  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  70/M-DAG/PER/9/2015 

tentang Angka Pengenal Impor, yang dimaksud API adalah tanda pengenal 

sebagai  importir.  Impor  hanya  dilakukan  oleh  importir  yang  mempunyai  API. 

Terdapat  2(dua)  jenis  API  yaitu  API-U  (umum)  dan  API-P  (produsen).  Bagi 

perusahaan yang akan menanamkan modal wajib mengajukan permohonan 

melalui  website  http://intrade.kemendag.go.id  atau  melalui  jasa  peniriman  atau 

disampaikan  secara  langsung  kepada  Kepala  BKPM  untuk  memperoleh  API-U 

atau API-P dengan melampirkan: 

a. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan serta pengesahan dari 

Kementrian Hukum dan Asasi Manusia; 

b. Fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih 

berlaku dari kantor kelurahan setempat; 

c. Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) perusahaan sesuai dengan 

domisili perusahaan; 

d. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 
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e. Fotokopi surat izin usaha dibidang perdagangan  impor  yang diterbitkan 

oleh Kepala BKM untuk API-U; 

f. Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, 

Izin Usaha dibidang industri, izin usaha lain yang sejenis yang diterbitka 

kepala BKPM untuk API-P; 

g. Fotokopi  izin  Memperkerjakan  Tenaga  Asing  (IMTA),  khusus  untuk 

tenaga kerja asing untuk menandatangani API; 

h. Referensi dari bank devisa untuk API-U; 

i. Fotokopi KTP atau paspor penandatanganan API yaitu Direksi dan Kuasa 

Direksi; 

j. Pas photo terakhir dengan latar belakang merah masing-masing Direksi 

dan Kuasa Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4. 

 

2.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan 

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, Pajak Pertambahan Nilai adalah 

pajak  atas  konsumsi  barang  dan  jasa  di  Daerah  Pabean  yang  dikenakan  secara 

bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

juga  dikenakan  kepada  sebagian  besar  barang-barang  impor  dari  luar  indonesia 

yang dibawa masuk ke dalam Indonesia atau dalam daerah pabean. Di bawah ini 

adalah objek yang penentuannya berdasarkan mekanisme umum yaitu : 

a. Penyerahan  barang  kena  pajak  (BKP)  di  dalam  daerah  pabean  yang 

dilakukan oleh pengusaha; 

b. Impor BKP; 

c. Penyerahan jasa kena pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang 

dilakukan oleh pengusaha; 

d. Pemanfaatan  BKP  tidak  berwujud  dari  luar  pabean,  di  dalam  daerah 

pabean; 

e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean; 

f. Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP); 
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g. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP; 

h. Ekspor JKP oleh PKP. 

2.5.1 Tarif Pengenaan Terhadap Barang Kena Pajak (BKP) 

Menurut undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan 

nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, tarif yang 

dikenakan pada barang kena pajak (BKP) yaitu: 

a. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen). 

b. Tarif PPN sebesar 0% (sepuluh persen) diterapkan atas: 

1) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud; 

2) Ekspor BKP Tidak Berwujud; 

3) Ekspor Jasa Kena Pajak. 

2.5.2 Jenis barang yang tidak dikenakan PPN 

 Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak 

pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, jenis 

barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu: 

a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung 

dari sumbernya meliputi : 

1)  minyak mentah (crude oil); 

2) gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap 

dikonsumsi langsung oleh masyarakat; 

3) panas bumi; 

4) asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, 

batu  permata,  bentonit,  dolomit,  felspar  (feldspar),  garam  batu 

(halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, 

mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir 

kuarsa,  perlit,  fosfat  (phospat),  talk,  tanah  serap  (fullers  earth), 

tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, 

dan trakkit; 

5) batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; dan 
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6) bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih 

perak, serta bijih bauksit. 

b. Barang-barang  kebutuhan  pokok  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  rakyat 

banyak meliputi : 

1) beras; 

2) gabah; 

3) jagung; 

4) sagu; 

5) kedelai; 

6) garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; 

7) daging,  yaitu daging segar  yang tanpa diolah, tetapi telah melalui 

proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, 

dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, 

diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; 

8) telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang 

dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; 

9) susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan 

maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan 

lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;  

10) buah-buahan,  yaitu  buah-buahan  segar  yang  dipetik,  baik  yang 

telah melalui proses cuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-

grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan 

11) sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, 

ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk 

sayuran segar yang dicacah. 

c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, 

warung,  dan  sejenisnya,  meliputi  makanan  dan  minuman  baik yang 

dikonsumsi  di  tempat  maupun  tidak,  termasuk  makanan  dan  minuman 

yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering. 

d. Uang, emas batangan, dan surat berharga. 
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2.6 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pungutan 

tambahan  disamping  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  yang  dikenakan  hanya  1 

(satu)  kali  pada  waktu  penyerahan  Barang  Kena  Pajak  (BKP)  dari  Pengusaha 

Kena  Pajak  (PKP)  yang  tergolong  barang  mewah  yang  tidak  dapat  dikreditkan. 

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

barang  dan  jasa  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah  sebagaimana  telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009, tarif PPnBM adalah 

sebagai berikut : 

a. Tarif  Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah  adalah  paling  rendah  10% 

(sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). 

b. Atas  ekspor  Barang  Kena  Pajak  Yang  Tergolong  Mewah  dikenakan 

pajak dengan tarif 0% (nol persen). 

Menurut  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1983  sebagaimana  telah  diubah 

dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kriteria Barang Kena 

Pajak (BKP) yang tergolong mewah yaitu : 

a. Barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok; 

b. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; 

c. Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang 

berpenghasilan tinggi; atau 

d. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. 

Saat terutangnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yaitu pada 

saat  terjadinya  kegiatan  impor  barang  kena  pajak.  Khusus  untuk  impor  barang, 

terutangnya PPnBM tersebut terjadi di tempat barang kena pajak dimasukkan dan 

dipungut  melalui  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai.  Cara  menghitung  PPnBM 

yang terutang yaitu dengan mengalikan nilai impor, nilai ekspor.  
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan 

Penulis memilih lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember. Lokasi 

tersebut  dipilih  karena  selain  perpajakan,  bea  dan  cukai  juga  berperan  penting 

terutama  bagi  pendapatan  negara.  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan 

Cukai  Tipe  Madya  Pabean  C  Jember  berlokasi  di  Jalan  Kalimantan  No.  33 

Sumbersari Kabupaten Jember. 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

Penulis  melaksanakan  Praktek  Kerja  Nyata  (PKN)  sesuai  dengan  waktu 

yang tertera di dalam surat tugas yang telah dikeluarkan oleh Ketua Program Studi 

yaitu dimulai dari tanggal 04 Februari 2019 sampai 15 Maret 2019. Dibawah ini 

adalah jam kerja dan jadwal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

Tipe Madya Pabean C Jember : 

a. Hari Senin – Kamis   : 07.30-17.00 WIB 

Istrirahat   : 12.00-13.00 WIB 

b. Hari Jumat   : 07.30-17.00 WIB 

Istirahat   : 11.00-13.00 WIB 

3.2 Jadwal Kegiatan 

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis melakukan 

berbagai kegiatan-kegiatan dan didalamnya penulis juga mendapatakan 

pengalaman  dalam  dunia  kerja,  serta  ilmu  pengetahuan,  khususnya  di  bidang 

kepabeanan  dan  cukai.  Di  bawah  ini  adalah  jadwal  kegiatan  penulis  selama 

melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan 

Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember, yaitu : 
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Tabel 3.1 : Jadwal Kegiatan 04 Februari 2019 sampai 15 Maret 2019 

Waktu 

Pelaksanaan 

Kegiatan Penanggung Jawab Hasil 

(a) (b) (c) (d) 

04 Februari 

2019 

1. Diterima oleh Kantor 

Pelayanan dan Pengawasan 

Bea dan Cukai Jember 

2. Memperkenalkan diri 

kepada pegawai di Kantor 

Pelayanan dan Pengawasan 

Bea dan Cukai Jember 

3. Mendapatkan penjelasan 

umum mengenai Bea dan 

Cukai di Indonesia dan 

penjelasan mengenai Kantor 

Bea dan Cukai Jember 

4. Pembagian Tugas di 

tempatkan dibagian umum 

1. Bapak Daus 

(Kepatuhan internal 

dan layanan 

informasi) 

2. Ibu Yuyun (Bagian 

Umum) 

1. Penulis dapat 

menjelaskan lebih 

dalam tentang Bea 

dan Cukai di 

Indonesia 

05 Februari 

2019 

Libur Libur Libur 

06 Februari 

2019 

 

 

 

 

 

1. Di tempatkan dibagian 

umum, dijelaskan mengenai 

surat masuk, surat keluar, dan 

sebagainya yang berkaitan 

dengan bagian umum 

1. Ibu Yuyun (Bagian 

umum) 

 

 

 

 

1. Penulis 

mendapatkan 

penjelasan  mengenai 

bagaimana surat 

masuk dan surat 

keluar 

07 Februari 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mendapatkan materi barang 

kiriman impor dan peraturan 

terbaru mengenai impor 

2. Membantu menulis surat 

1. Ibu Yuyun (bagian 

umum) 

1. Penulis 

menjelaskan 

ketentuan terbaru 

mengenai barang 

kiriman impor yaitu 

PMK 

112/PMK.04/2018 

tentang ketentuan 

impor barang kiriman 
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(a) (b) (c) (d) 

08 Februari 

2019 

1. Senam pagi 

2. Membantu mengagendakan 

surat 

1. Ibu Yuyun (bagian 

umum) 

1. Penulis memahami 

dan mampu 

menjelaskan tentang 

bagaimana surat 

masuk dan surat 

keluar 

11 Februari 

2019 

1. Ditempatkan di bagian Pos 

Lalu Bea di Kantor Pos 

Jember, sesuai dengan judul 

yang penulis ajukan di 

penulisan tugas akhir 

2. Memperkenalkan diri 

kepada petugas di Pos Lalu 

Bea Jember 

3. Dijelaskan oleh Bapak 

Vicky mengenai peraturan 

selama magang di Pos Lalu 

Bea Jember 

4. Dijelaskan mengenai 

pemeriksaan barang dan 

prosedurnya 

5. Melakukan pemeriksaan 

fisik dan X-ray barang EMS 

dan PEL 

6. Melakukan pemeriksaan 

fisik dan X-ray terhadap 

barang R 

7. Menginput barang kiriman 

EMS, PEL, dan R ke aplikasi 

1. Bapak Vicky 

(Pejabat pelaksana 

Pos Lalu Bea Jember) 

2. Bapak Derry 

(Pejabat pemeriksa di 

Pos Lalu Bea) 

1. Penulis mampu 

menjelaskan secara 

langsung proses 

pemeriksaan fisik 

barang kiriman pos 

12 Februari 

2019 

1. Melakukan pembongkaran 

kantong, pemeriksaan fisik 

dan X-ray barang R, EMS, 

dan PEL 

2. Menulis berita pemeriksaan 

barang ke dokumen R7 

3. Melakukan pencacahan  

1. Bapak Vicky 

(Pejabat pelaksana 

Pos Lalu Bea) 

2. Bapak Derry 

(Pejabat Pemeriksa 

Pos Lalu Bea Jember 

1. Penulis mengetahui 

dan mampu 

menjelaskan 

bagaimana cara 

menulis dokumen R7 

2. Penulis mengetahui 

dan mampu  
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(a) (b) (c) (d) 

 Barang SPBL  menjelaskan langsung 

barang yang 

ditetapkan SPBL 

13 Februari 

2019 

1. Melakukan pencacahan 

gudang SPBL 

2. Menulis berita pemeriksaan 

barang ke dokumen R7 

3. Melakukan pembongkaran 

kantong, pemeriksaan fisik 

dan X-ray barang kiriman 

EMS dan PEL 

4. Menginput barang kiriman 

EMS dan PEL ke dalam 

aplikasi 

 

1. Bapak Vicky 

(Pejabat pelaksana 

Pos Lalu Bea) 

2. Bapak Derry 

(Pejabat pemeriksa 

Pos Lalu Bea) 

1. Penulis mengetahui 

dan mampu 

menjelaskan langsung 

barang yang 

ditetapkan SPBL 

2. Penulis mengetahui 

dan mampu 

menjelaskan  proses 

pemeriksaan barang 

EMS dan PEL 

14 Februari 

2019 

1. Melakukan pemeriksaan 

fisik barang R 

2. Melakukan penginputan 

barang R kedalam aplikasi 

1. Bapak Derry 

(Pejabat pemeriksa) 

1. Penulis mengetahui 

dan mampu 

menjelaskan  secara 

langsung proses 

pembongkaran, 

pemeriksaan dan 

penginputan barang 

kiriman R 

15 Februari 

2019 

1. Senam pagi 

2. Mengunjungi Kawasan 

Berikat PT. Villiger Tobacco 

Indonesia di Ajung Jember 

1. Bapak Daus 

(Kepatuhan internal 

dan layanan 

informasi) 

2. Bapak I Gede 

Wahyu (pejabat 

pelaksana hanggar 

Kawasan Berikat) 

1. Penulis mampu 

menjelaskan 

bagaimana proses 

produksi di PT. 

Villiger Tobacco 

Indonesia 

18 Februari 

2019 

1. Melakukan pembongkaran 

kantong, pemeriksaan fisik 

dan X-ray barang kiriman R 

2. Melakukan peninputan 

barang kiriman R kedalam  

1. Bapak Derry 

(pejabat pemeriksa) 

1. Penulis mampu 

menjelaskan  secara 

langsung proses 

pembongkaran barang 

hingga penginputan  
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(a) (b) (c) (d) 

 Aplikasi  barang  ke dalam 

aplikasi 

19 Februari 

2019 

1. Melakukan pencacahan 

gudang NPD 

1. Bapak Vicky 

(Pejabat pelaksana) 

1. Penulis mengetahui 

dan mampu 

menjelaskan  barang 

yang diterbitkan NPD 

 

20 Februari 

2019 

1. Melakukan pembongkaran 

kantong, pemeriksaan fisik 

dan X-ray barang kiriman 

EMS dan PEL 

2. Menulis berita pemeriksaan 

barang ke dokumen R7 

3. Melakukan penginputan 

barang kiriman EMS dan PEL 

kedalam aplikasi 

1. Bapak Derry 

(Pejabat pemeriksa) 

1. Penulis mampu 

menjelaskan secara  

langsung proses 

pembongkaran hingga 

penginputan barang 

kiriman EMS dan 

PEL 

21 Februari 

2019 

1. Melakukan pembongkaran 

kantong, pemeriksaan fisik 

dan X-ray barang kiriman 

EMS dan PEL 

2. Menulis berita pemeriksaan 

barang ke dokumen R7 

3. Melakukan penginputan 

barang kiriman EMS dan PEL 

kedalam aplikasi 

1. Bapak Derry 

(Pejabat pemeriksa) 

 

 

1. Penulis 

menjelaskan secara 

langsung proses 

pembongkaran hingga 

penginputan barang 

kiriman EMS dan 

PEL 

22 Februari 

2019 

1. Senam pagi 

2. Melakukan pembongkaran 

kantong, pemeriksaan fisik 

dan X-ray barang kiriman R 

3. Melakukan penginputan 

barang kiriman R  kedalam 

aplikasi 

 

1. Bapak Derry 

(Pejabat pemeriksa) 

1. Penulis mampu 

menjelaskan secara  

langsung proses 

pembongkaran hingga 

penginputan barang 

kiriman R 

25 Februari 

2019 

1. Melakukan pembongkaran 

kantong, pemeriksaan fisik 

dan X-ray barang kiriman R, 

1. Bapak Katon Adji 

(pejabat pemeriksa) 

1. Penulis mengetahui 

dan mampu 

menjelaskan langsung  
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(a) (b) (c) (d) 

 EMS dan PEL 

2. Menulis berita pemeriksaan 

barang ke dokumen R7 

3. Melakukan penginputan 

barang kiriman EMS, PEL, 

dan R  kedalam aplikasi 

 proses pembongkaran 

hingga penginputan 

barang kiriman 

26 Februari 

2019 

1. Melakukan pembongkaran 

kantong, pemeriksaan fisik 

dan X-ray barang kiriman R, 

EMS dan PEL 

2. Menulis berita pemeriksaan 

barang ke dokumen R7 

3. Melakukan penginputan 

barang kiriman EMS, PEL, 

dan R  kedalam aplikasi 

1. Bapak Katon Adji 

(Pejabat Pemeriksa) 

1. Penulis mengetahui 

dan mampu 

menjelaskan langsung 

proses pembongkaran 

hingga penginputan 

barang kiriman EMS, 

PEL, dan R 

27 Februari 

2019 

1. Melakukan pembongkaran 

kantong, pemeriksaan fisik 

dan X-ray barang kiriman R, 

EMS dan PEL 

2. Menulis berita pemeriksaan 

barang ke dokumen R7 

3. Melakukan penginputan 

barang kiriman EMS, PEL, 

dan R  kedalam aplikasi 

4. Melakukan pencacahan 

barang SPBL 

1. Bapak Vicky 

(Pejabat pelaksana 

hanggar Pos Lalu 

Bea) 

2. Bapak Derry 

(Pejabat pemeriksa) 

1. Penulis mengetahui 

dan mampu 

menjelaskan langsung 

proses pembongkaran 

hingga penginputan 

barang kiriman EMS, 

PEL, dan R 

2. Penulis mengetahui 

barang yang 

dikenakan SPBL 

28 Februari 

2019 

1. Melakukan pembongkaran 

kantong, pemeriksaan fisik 

dan X-ray barang kiriman R, 

EMS dan PEL 

2. Menulis berita pemeriksaan 

barang ke dokumen R7 

3. Melakukan penginputan 

barang kiriman EMS, PEL, 

dan R  kedalam aplikasi 

 

1. Bapak Katon Adji 

(Pejabat Pemeriksa) 

1. Penulis mengetahui 

dan menjelaskan 

langsung proses 

pembongkaran hingga 

penginputan barang 

kiriman EMS, PEL, 

dan R 
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(a) (b) (c) (d) 

01 Maret 2019 1. Senam Pagi 

2. Melakukan wawancara 

dengan pegawai Bea Cukai 

Jember mengenai Sejarah, 

sturktur organisasi, dan 

sebagainya yang berkaitan 

dengan Kantor Bea Cukai 

Jember 

3. Melakukan 

pembongkarang, pemeriksaan 

fisik barang kiriman R 

3. Melakukan penginputan 

barang kiriman R kedalam 

aplikasi 

1. Bapak Arga 

(Kepatuhan internal 

dan layanan 

informasi) 

2. Bapak Katon Adji 

(Pejabat pemeiksa) 

1. Penulis mengetahui 

hal-hal umum 

mengenai Kantor Bea 

Cukai Jember 

2. Penulis mengetahui 

dan mampu 

menjelaskan langsung 

proses pembongkaran 

hingga penginputan 

barang kiriman R 

04 Maret 2019 1. Melakukan pembongkaran 

kantong, pemeriksaan fisik 

dan X-ray barang kiriman R, 

EMS dan PEL 

2. Menulis berita pemeriksaan 

barang ke dokumen R7 

3. Melakukan penginputan 

barang kiriman EMS, PEL, 

dan R  kedalam aplikasi 

1. Bapak Katon Adji 

(Pejabat Pemeriksa) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Penulis mengetahui 

dan mampu 

menjelaskan  

langsung proses 

pembongkaran hingga 

penginputan barang 

kiriman EMS, PEL, 

dan R 

 

05 Maret 2019 1. Melakukan pembongkaran 

kantong, pemeriksaan fisik 

dan X-ray barang kiriman R, 

EMS dan PEL 

2. Menulis berita pemeriksaan 

barang ke dokumen R7 

3. Melakukan penginputan 

barang kiriman EMS, PEL, 

dan R  kedalam aplikasi 

4. Melakukan PDTT barang 

kiriman EMS, PEL, dan R 

1. Bapak Vicky 

(Pejabat Pelaksana) 

2. Bapak Katon Adji 

(Pejabat Pemeriksa) 

1. Penulis mengetahui 

dan mampu 

menjelaskan langsung 

proses pembongkaran 

hingga penginputan 

barang kiriman EMS, 

PEL, dan R 

2. Penulis data 

mengetahui dan 

mampu menjelaskan  

proses PDTT secara 

langsung 
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(a) (b) (c) (d) 

06 Maret 2019 1. Melakukan pembongkaran 

kantong, pemeriksaan fisik 

dan X-ray barang kiriman R 

2. Melakukan penginputan 

barang kiriman R kedalam 

aplikasi 

1. Bapak Katon Adji 

(Pejabat pemeriksa) 

1. Penulis mengetahui 

dan mampu 

menjelaskan secara 

langsung proses 

pembongkaran hingga 

penginputan barang 

kiriman R 

07 Maret 2019 Libur Libur Libur 

08 Maret 2019 1. Senam pagi 

2. Melakukan pembongkaran 

kantong, pemeriksaan fisik 

dan X-ray barang kiriman 

EMS, PEL dan R 

3. Melakukan penulisan 

dokumen R7 

4. Melakukan penginputan 

barang kiriman EMS, PEL 

dan R kedalam aplikasi 

1. Bapak Katon Adji 

(Pejabat pemeriksa) 

1. Penulis mengetahui 

dan mampu 

menjelaskan  secara 

langsung proses 

pembongkaran hingga 

penginputan barang 

kiriman EMS, PEL 

dan R 

11 Maret 2019 

 

 

 

 

1. Melakukan pembongkaran 

kantong, pemeriksaan fisik 

dan X-ray barang kiriman 

EMS dan PEL 

2. Melakukan penulisan 

dokumen R7 

3. Melakukan penginputan 

barang kiriman EMS dan PEL 

kedalam aplikasi 

4. Melakukan pengumpulan 

data seperti invoice, manifest, 

dokumen R7 untuk tugas akhir 

1. Bapak Derry 

(Pejabat pemeriksa) 

 

 

 

 

1. Penulis mengetahui 

dan mampu 

menjelaskan secara 

langsung proses 

pembongkaran hingga 

penginputan barang 

kiriman EMS dan 

PEL 

12 Maret 2019 1. Melakukan pembongkaran 

kantong, pemeriksaan fisik 

dan X-ray barang kiriman 

EMS dan PEL 

2. Melakukan penulisan 

dokumen R7 

1. Bapak Derry 

(Pejabat pemeriksa) 

1. Penulis mengetahui 

dan mampu 

menjelaskan  secara 

langsung proses 

pembongkaran hingga 

penginputan barang  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


37 
 

 
 
 

 
 

(a) (b) (c) (d) 

 3. Melakukan penginputan 

barang kiriman EMS dan PEL 

kedalam aplikasi 

4. Melayani masyarakat 

dibagian konsultasi 

 kiriman EMS dan 

PEL 

2. Penulis 

mendapatkan 

pengalaman dalam 

melayani konsultasi 

langsung dengan 

masyarakat mengenai 

impor atau ekspor 

barang 

13 Maret 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Melakukan pembongkaran 

kantong, pemeriksaan fisik 

dan X-ray barang kiriman R 

2. Melakukan penginputan 

barang kiriman R  kedalam 

aplikasi 

3. Melakukan wawancara 

mengenai barang kiriman 

 

 

 

 

 

1. Bapak Vicky 

(Pejabat Pelaksana) 

2. Bapak Derry 

(Pejabat pemeriksa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Penulis mengetahui 

dan mampu 

menjelaskan  proses 

pembongkaran hingga 

penginputan barang 

kiriman R 

2. Penulis mengetahui 

dan mampu 

menjelaskan   

berbagai informasi 

mengenai bea masuk, 

barang NPD dan 

SPBL, dokumen dan 

arsip mengenai barang 

kiriman  

14 Maret 2019 

 

1. Melakukan pembongkaran 

kantong, pemeriksaan fisik 

dan X-ray barang kiriman 

EMS dan PEL 

2. Melakukan penulisan 

dokumen R7 

3. Melakukan penginputan 

barang kiriman EMS dan PEL 

kedalam aplikasi 

 

 

1. Bapak Derry 

(Pejabat pemeriksa) 

 

1. Penulis mengetahui 

dan mampu 

menjelaskan  secara 

langsung proses 

pembongkaran hingga 

penginputan barang 

kiriman EMS dan 

PEL 
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(a) (b) (c) (d) 

15 Maret 2019 1. Senam pagi 

2. Melakukan pembongkaran 

kantong, pemeriksaan fisik 

dan X-ray barang kiriman R, 

EMS dan PEL 

3. Menulis dokumen R7 

4. Melakukan penginputan 

barang kiriman kedalam 

aplikasi 

5. Melakukan wawancara 

mengenai barang kiriman 

impor 

6. Berpamitan kepada seluruh 

pegawai 

1. Bapak Vicky 

(Pejabat pelaksana) 

2. Bapak Derry 

(Pejabat pemeriksa) 

3. Bapak Katon Adji 

(Pejabat pemeriksa) 

1. Penulis mengetahui 

dan mampu 

menjelaskan  proses 

pembongkaran hingga 

penginputan barang 

kiriman R, EMS dan 

PEL 

2. Penulis 

memperoleh 

penjelasan mengenai 

barang lartas dan 

bukan lartas 

 

3.2.1 Wilayah Kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember 

Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Tipe  Madya  Pabean  C 

Jember  memiliki  daerah  yang  menjadi  wilayah  kerja  yaitu  meliputi  3  (tiga) 

kabupaten antara lain : Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten 

Bondowoso.  Dibawah  ini  adalah  rincian  wilayah  kerja  KPPBC  Tipe  Madya 

Pabean C Jember : 

Tabel 3.2 : Wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember 

NO 
Pos Pengawasan Bea dan 
Cukai 

Daerah kerja/lokasi kerja 
 

1 Pos Lalu Bea Kantor Pos Jember 
2 Kawasan Berikat Bobin Arjasa-Jember 
3 Kawasan Berikat Villiger Ajung-Jember 
4 Perusahaan Rokok Bondowoso, Jember  

5 Pelabuhan 
Besuki, Kalbut, Jangkar, 
Panarukan dan Puger 

Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember 
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Penjelasan dari tabel tersebut yaitu :  

a. Pos  lalu  bea  adalah  bertemunya  kewajiban  Kantor  Pos  di  bidang  fiskal 

dengan Otoritas Bea Cukai dalam melakukan pemeriksaan dengan 

Pencacahan Paket Kiriman Pos dan mengelola dokumen pabean. Wilayah 

kerja Pos Lalu Bea di 5 (lima) kabupaten antara lain: Kabupaten 

Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten 

Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi. 

b. Kawasan Berikat adalah kawasan yang dilakukan untuk penimbunan, 

pengolahan,  dan/atau  penyediaan  barang  dengan  tujuan  tertentu  dengan 

mendapatkan penangguhan bea masuk. Terdapat 2 (dua) kawasan berikat 

yang  menjadi  pos  pengawasan  KPPBC  Tipe  Madya  Pabean  C  Jember 

yaitu  Kawasan  Berikat  Bobin  di  Arjasa  Jember  dan  Kawasan  Berikat 

Villiger di Ajung Jember. 

c. Perusahaan  Rokok  adalah  perusahaan  yang  didalamnya  mengolah  bahan 

baku, memproduksi, dan melakukan penjualan hasil olahan tembakau atau 

rokok. KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember memiliki 21 (duapuluhsatu) 

wilayah pos pengawasan perusahaan rokok di 3 (tiga) wilayah kerja 

KPPBC Jember. 

d. Pelabuhan  adalah  pos  pengawasan  yang  berada  di  kawasan  laut  yang 

tujuannya untuk mengawasi kegiatan kepabeanan dan cukai melalui laut. 

Di wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember mengawasi 

5  (lima)  pelabuhan  yang  berada  di  wilayah  kerja  KPPBC  Tipe  Madya 

Pabean  C  Jember  antara  lain  :  Besuki,  Kalbut,  Jangkar,  Panarukan  dan 

Puger. 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

3.5.1 Jenis 

 Jenis  data  yang  digunakan  ini  yaitu  data  kualitatif  dan  kuantitatif.  Data 

kualitatif yaitu berupa wawancara kepada pegawai Kantor Pos Lalu Bea Jember 

dan  pegawai  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Tipe  Madya 

Pabean C Jember.  
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3.5.2 Sumber Data 

 Data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pegawai Kantor 

Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  (KPPBC)  Tipe  Madya 

Pabean C Jember bagian Seksi Perbendaharaan dan Pelayanan Teknis 

dan pegawai Kantor Pos Lalu Bea Jember. Data ini diperoleh dari hasil 

wawancara, diskusi, dan pengamatan di lapangan terkait dengan 

prosedur penetapan tarif barang kiriman pos. 

b. Data Sekunder 

Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  penulis  dari  pihak  lain, 

berupa  data  olahan  yang  memperkuat  data  primer.  Sumber  data  ini 

diperoleh  dari  artikel,  buku,  internet,  jurnal,  modul,  dan  dokumen 

lainnya  yang  berkaitan  dengan  prosedur  penetapan  tarif  bea  masuk 

barang kiriman. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 
 Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan 

responden. Komunikasi dalam bentuk tanya dan jawab dalam hubungan 

tatap  muka.  Dalam  Praktek  Kerja  Nyata  (PKN)  ini  penulis  melakukan 

wawancara  langsung  kepada  pegawai  Kantor  Pos  Lalu  Bea  dan  Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean 

C Jember. 

b. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau 

kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana mereka saksikan selama 

penelitian. Penyaksian dapat berupa melihat, mendengarkan, merasakan, 

yang kemudian dicatat seobyektif mungkin. Dalam Praktek Kerja Nyata 

(PKN)  ini  penulis  menyaksikan  prosedur  mulai  dari  kedatangan  barang 

hingga penetapan tarif barang kiriman pos di Pos Lalu Bea Jember. 
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c. Mengkaji Dokumen dan Arsip 

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis mengkaji 

berbagai macam dokumen dan arsip seperti peraturan perundang-

undangan,  laporan  data  penerimaan  dan  realisasi,  arsip,  dan  dokumen 

lainnya yang berkaitan dengan Prosedur Penetapan Tarif Barang Kiriman 

Pos. 

d. Studi Pustaka 

Studi pustaka diperoleh dengan mengkaji buku dan telaah pustaka 

lainnya yang berkaitan dengan bea masuk barang kiriman pos. 
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BAB 5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Bedasarkan hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember dan 

Kantor Pos Lalu Bea Jember dapat disimpulkan bahwa : 

1. Prosedur pembongkaran, pemeriksaan, dan penetapan tarif di Kantor 

Pos Lalu Bea  Jember telah  dilakukan  dengan  sesuai  berdasarkan 

Undang-undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Menteri  Keuangan 

dan  Keputusan  Direktorat  Jenderal  Bea  Cukai  terkait  dengan  barang 

kiriman  impor.  Sebelum  melakukan  pembongkaran  barang,  pejabat 

bea  cukai  harus  menerima  bukti  penyerahan  atau  dokumen  R7  dari 

pihak pos sesuai dengan prosedur dalam Keputusan Direktorat 

Jenderal Bea Cukai Nomor PER-30/BC/2018 tentang petunjuk 

pelaksanaan impor barang kiriman. Setiap barang kiriman impor yang 

dilakukan  pembebasan  bea  masuk  di  Kantor  Pos  Lalu  Bea  Jember 

telah  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  17  tahun  2006  tentang 

kepabeanan. 

2. Dalam penetapan tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor telah 

sesuai  dengan  tarif  yang  telah  ditentukan  dengan  bea  masuk  7,5% 

(tujuh koma lima persen) untuk barang kiriman dengan CN 

(consigment note). 

5.2 Saran 

Setelah dilakukannya penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember dan Kantor Pos Lalu Bea Jember dalam 

melaksanakan prosedur pembongkaran, pemeriksaan hingga penetapan tarif 

barang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meski terkadang 

terdapat prosedur yang kurang dijalankan dengan semestinya. Saran penulis bagi 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Jember dan Kantor Pos 
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Lalu  Bea  Jember  adalah  terus  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  untuk  orang 

pribadi atau badan yang ingin melaksanakan impor maupun eskpor barang 

khususnya  melalui  PT.  Pos  Indonesia.  Tetap  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan 

peraturan yang mengatur. Selain itu saran penulis khususnya bagi Kantor Pos Lalu 

Bea Jember pembagian tempat atau peletakan barang lartas maupun barang NPD 

lebih rapi dan terstuktur. 
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Lampiran 11. Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor PER-30/BC/2018
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Lampiran 12. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan 

Nilai atas barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
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Lampiran 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017

 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


94 
 

 
 
 

 
 

Lampiran 13.1 Pasal 2 PMK Nomor 34/PMK.010/2017 
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Lampiran 14. Contoh Kara Barang Kiriman PEL 
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Lampiran 15. Contoh Manifest 
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Lampiran 16. Contoh Invoice 
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Lampiran 18. Contoh Billing DJBC 
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Lampiran 19. Contoh bukti atau keterangan pengambilan obat dengan surat 

keterangan sakit dari dokter 
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Lampiran 20. Contoh lembar konsultasi 
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Lampiran 21. Daftar Kode HS       
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Lampiran 22. Dokumen R7 
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Lampiran 22.1 Berita Acara Pencacahan 
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Lampiran 22.2 Lembar Hasil Pemeriksaan 
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Lampiran 23. Hasil Wawancara 

Wawancara dilaksanakan pada : 

Hari/Tanggal : Jumat, 01 Maret 2019  

Tempat :  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Tipe  Madya 

Pabean C Jember 

Narasumber : 1. Bapak Arga bagian kepatuhan internal dan layanan umum 

 2.  Bapak  Vicky  bagian  pejabat  pelaksana  Kantor  Pos  Lalu  Bea 

Jember 

Saya  : “Bagaimana sejarah dari KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember?” 

Bapak Arga :  “Awalnya  KPPBC  Tipe  Madya  Pabean  C  Jember  ini  berada  di 

Panarukan  Situbondo  dengan  nama  KPPBC  Tipe  Pratama,  dulu 

awalnya dibangun di panarukan karena banyak lalulintas 

pelabuhan  yang  menjadi  sasaran  operasi  petugas  bea  dan  cukai. 

Dahulu sebelum KPPBC Tipe Pratama Panarukan nama nya yaitu 

Kantor Inspektasi Bea dan Cukai Tipe B yang diubah pada tanggal 

21  Desember  2012.  Sejak  itu  KPPBC  Tipe  Pratama  Panarukan 

beroperasi  dan  pada  tanggal  23  November  2018  dipindahkan  ke 

Kabupaten  Jember  dengan  nama  KPPBC  Tipe  Madya  Pabean  C 

Jember hingga saat ini. 

Saya : “Mengapa kantor bea cukai Panarukan dipindahkan ke Jember?” 

Bapak Arga : “Karena adanya peraturan yang baru kantor KPPBC Tipe Pratama 

Panarukan  dipindahkan  ke  Jember  dengan  berbeda  tipe  menjadi 

KPPBC  Tipe  Madya  Pabean  C  Jember,  agar  dengan  tipe  madya 

KPPBC Jember lebih luas dalam menangani dan mengawasi 

kegiatan kepabeanan dan cukai di 3 (tiga) Kabupaten yaitu 

Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten 

Situbondo.” 

Saya : “Siapa saja nama dari pegawai atau pejabat bea cukai di KPPBC 

Tipe Madya Pabean C Jember?” 
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Bapak Arga :  “Kepala  kantor  KPPBC  Jember  yaitu  Bapak  Tubagus  Firman 

Hermansyah, Kepala  bagian  urusan  umum yaitu  Bapak  Maksi 

Drivandi,  Kepala  seksi  penindakan  dan  penyidikan  yaitu  Bapak 

Agus Yudianto, Kepala seksi perbendaharaan yaitu Bapak Hariadi, 

Kepala seksi pelayanan kepabeanan dan cukai dan dukungan teknis 

yaitu  Bapak  Tony  Leonard,  Kepala  seksi  kepatuhan  internal  dan 

penyuluhan yaitu Bapak Pebra Pathurachman.” 

Saya : “Setelah dipindahkan dari Panarukan, apakah wilayah kerja 

KPPBC Jember berubah?” 

Bapak Arga : “Tidak, wilayah kerja KPPBC Jember tetap melakukan 

pengawasan  pada  3  (tiga)  Kabupaten  yaitu  Kabupaten  Jember, 

Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo dengan wilayah 

kerja Kantor Pos Lalu Bea di Kantor Pos Jember, Kawasan Berikat 

Bobbin di Arjasa Jember, Kawasan Berikat Villiger di Ajung 

Jember,  21  (duapuluh  satu)  perusahaan  rokok  di  3  (tiga)  wilayah 

yaitu Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Situbondo, Pelabuhan di 

Besuki, Kalbut, Jangkar, Panarukan dan Puger.” 

Saya : “Peraturan apa saja yang mengatur terkait barang kiriman?” 

Bapak Vicky :  “PMK  Nomor  112/PMK.04/2018  yang  telah  diubah  dari  PMK 

Nomor  182/PMK.04/2016,  Peraturan  Dirjen  Bea  Cukai  Nomor 

PER-30/BC/2018 yang telah diubah dari PER-02/BC/2017.” 

Saya : “Apa saja jenis kantong barang kiriman yang diterima oleh 

Pejabat Bea Cukai ?” 

Bapak Vicky : “Kantong EMS merupakan kantong barang kiriman dengan 

pengiriman  cepat,  kantong  R  merupakan  kantong  barang  kiriman 

dengan pengiriman reguler atau biasa.” 

Saya :  “Bagaimana  alur  pendistribusian  barang  dari  pengirim  diluar 

negeri hingga tiba di penerima?” 

Bapak Vicky : “Barang yang akan dikirim dari luar negeri oleh pengirim melalui 

POS  International,  yang  kemudian  oleh  POS  International  akan 

dikirim kan ke Indonesia dengan 2 (dua) jalur yaitu jalur laut dan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


108 
 

 
 
 

 
 

udara, setelah tiba dan/ atau masuk kedalam daerah pabean barang 

kiriman akan didistribusikan ke Kantor Pos Besar atau MPC 

Jakarta,  kemudian  oleh  MPC  Jakarta  barang  kiriman  dikantong 

atau  dikemas  berdasarkan  wilayah  tujuan,  barang  kiriman  yang 

sudah  dikantong  dan  dikemas  berdasarkan  wilayah  tujuan  akan 

didistirbusikan ke Kantor Pos Wilayah dengan pengangkut 

DAMRI,  setelah  tiba  di  Kantor  Wilayah  barang  kiriman  akan 

masuk di Pos Lalu Bea yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan 

oleh  pejabat  bea  cukai,  setelah  dilakukan  serangkaian  prosedur 

pemeriksaan maka barang akan dikirim ke penerima.” 

Saya : “Apa saja dokumen yang diperlukan dalam melakukan 

serangkaian  pemeriksaan  barang  kiriman  di  Kantor  Pos  Lalu  Bea 

Jember?” 

Bapak Vicky :  “Dokumen  yang  diperlukan  yaitu  dokumen  penyerahan  kantong 

atau  R7  yang  digunakan  pada  saat  barang  kiriman  pos  tiba  di 

Kantor  Pos  Lalu  Bea  yang  diserahkan  oleh  pihak  pos  kepada 

pejabat bea cukai. Dokumen berita acara pemeriksaan yang 

digunakan pada saat dokumen R7 telah diserahkan oleh pihak pos 

kepada pejabat bea cukai yang didalamnya terdapat daftar barang 

kiriman dalam 1 (satu) kantong atau lebih menurut R7. Dokumen 

manifest yaitu dokumen yang dicetak oleh pihak pos setelah 

kesesuaian kantong dengan jumlah barang didalamnya, pihak pos 

akan  menyerahkan  manifest  apabila  terdapat  kesesuaian,  apabila 

tidak sesuai maka akan diterbitkan dokumen berita acara 

ketidaksesuaian. Dokumen NPD dan SPBL yaitu berupa surat yang 

ditujukan  kepada  penerima  karena  barang  kiriman  yang  diperiksa 

mengandung barang larangan dan pembatasan dan tidak ada 

kejelasan pada barang tersebut.” 

Saya : “Bagaimana prosedur pemusnahan barang kiriman yang 

ditetapkan SPBL? “ 
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Bapak Vicky :  “Barang  kiriman  yang  masuk  kedalam  pabean  dan  merupakan 

barang larangan akan dilakukan pemusnahan, pejabat bea cukai di 

Kantor  Pos  Lalu  Bea  akan  menerbitkan  Berita  Acara  Pencacahan 

gudang SPBL yang kemudian diserahkan kepada seksi penindakan 

dan penyidikan atau P2 di KPPBC Jember untuk dilakukan 

pemusnahan barang.” 

Saya : “Apa saja kriteria barang kiriman yang dikategorikan untuk 

dilakukan pelelangan?” 

Bapak Vicky : “Barang kiriman yang mempunyai nilai dan harga yang 

merupakan barang sitaan atau barang  yang status kepemilikannya 

telah  berubah  menjadi  barang  yang  telah  dikuasai  negara  karena 

telah  melebihi  batas  waktu  yang  ditentukan  untuk  diambil  oleh 

penerima barang atau pemilik barang yang bersangkutan.” 

Saya : “Bagaimana prosedur pelelangan barang kiriman?” 

Bapak Vicky : “Barang kiriman yang mempunyai nilai dan harga yang 

merupakan barang sitaan atau barang  yang status kepemilikannya 

telah  berubah  menjadi  barang  yang  telah  dikuasai  negara  karena 

telah  melebihi  batas  waktu  yang  ditentukan  untuk  diambil  oleh 

penerima  barang  atau  pemilik  barang  yang  bersangkutan.  Pejabat 

bea  cukai  akan  menerbitkan  berita  acara  pelelangan  yang  akan 

disampaikan kepada KPKNL untuk dilakukan pelelangan barang.” 
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GLOSARIUM 

 

EMS (Express Mail Servise) : Paket kilat atau paket khusus pengiriman cepat 

PEL   : Paket express atau paket pengiriman cepat 

Paket R   : Paket Regular atau paket biasa 

NPD : Nota Permintaan Data dan/atau Dokumen apabila 

tidak ditemuka kejelasan pada barang kiriman 

SPBL : Surat Penetapan Barang Lartas diterbitkan apabila 

terdapat  barang  kiriman  yang  terkena  pembatasan 

dan larangan 

R7 : Dokumen penyerahan dari pihak PT. POS kepada 

Pejabat Bea Cukai apabila kantong barang kiriman 

telah memasuki Pos Lalu Bea 

X-Ray : Pemeriksaan terhadap barang kiriman yang 

menggunakan mesin 

FOB (Free On Board) :  Batasan  nilai  disaat  barang  telah  masuk  kedalam 

daerah pabean 

CN (Congsigment Note) : Jenis penetapan tarif apabila barang kiriman 

dengan FOB <$75-$1500 

KP INBOUND : Kantor cabang PT. Pos Indonesia di satu wilayah 

Invoice : Bukti pembayaran atau penjualan barang oleh 

penjual 

Manifest :  Daftar  barang  kiriman  yang  diterbitkan  oleh  PT. 

Pos Indonesia sebelum dilakukan pemeriksaan fisik 

Pejabat P2 : Pejabat penindakan dan penyidikan 

Cost : Harga barang kiriman 

Insurance : Biaya asuransi 

Freight : Biaya angkut atau ongkos kirim 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


111 
 

 
 
 

 
 

NDPBM : Nilai dasar perhitungan bea masuk yang 

merupakan  kurs  mata  uang  asing  yang  ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan 

HS (Harmonized System) : Sistem pengklasifikasian daftar barang kiriman 

yang terdapat pada Buku Tarif Pabean Indonesia 
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